


‘ Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat
? Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim

/’
é campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada
|

"

KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar

agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan

lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari

publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses

" informasi secara lengkap dan akurat.
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Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas
amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati
beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk
di dalamnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai anggota Komisi
Yudisial periode 2005-2010 melalui Keputusan Presiden tanggal 2 Juli 2005. Dan selanjutnya pada
tanggal 2 Agustus 2005, ketujuh anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah dihadapan Presiden,

sebagai awal memulai masa tugasnya.
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Komisi Yudisial negara kita secara jelas disebut di tiga peraturan perundang-undangan yaitu :
A.UUD 1945,
— UUD 1954 Pasal 23a ayat (3) UUD 1945:“Calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada dewan perwakilan
rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.
— Pasal 24b UUD 1945
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak tercela.
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang
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B UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

— Pasal 34:

(1)“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi
Yudisial yang diatur dengan Undang-Undang”

(3)“Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim,
pengawasan dilakukan oleh komisi yudisial yang diatur dalam Undang-Undang.Pemilihan hakim
agungKY bertugas mendaftar, menyeleksi dan menetapkan serta mengajukan calon hakim agung ke

DPR.

C. UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
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Tugas Komisi Yudisial

= Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung, dengan tugas utama: ’Zg
AAA * Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung Vo

: * Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung 23
g * Menetapkan calon Hakim Agung dan f
: * Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Viwi
A~V - Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim, dengan tugas ——
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utama:

* Menerima laporan pengaduan Tugas Komisi Yudisial
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- Meaduan masyarakat tentang perilaku hakim,
* Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
* Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah

Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Wewenang Komisi Yudisial

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.













Setiap mahasiswa mencari literatur dan
meresume minimal 2 lembar tentang komisi
sial
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